MAKALAH HUKUM PIDANA: ASAS, RUANG LINGKUP, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai hukum publik, hukum pidana mengatur hubungan hukum antara individu (warga negara) dengan negara selaku pemegang monopoli kekuasaan dalam menegakkan keadilan dan ketertiban.
Di Indonesia, hukum pidana sedang berada pada era transisi yang sangat monumental. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana materiil Indonesia menginduk pada Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI) yang diberlakukan melalui asas konkordansi dan ditransformasi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 1946. Namun, pembaharuan hukum pidana nasional kini telah terwujud melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pembaharuan ini membawa pergeseran paradigma dari hukum pidana kolonial yang berorientasi pada keadilan retributif (pembalasan) menuju hukum pidana modern yang mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum pidana, unsur-unsur delik, doktrin kesalahan, pertanggungjawaban pidana, hingga alasan penghapus pidana sangat penting untuk dikaji secara ilmiah.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah hakikat, fungsi, dan tujuan dari hukum pidana serta pergeseran paradigmanya di Indonesia?
2. Bagaimana asas-asas fundamental mendasari berlakunya hukum pidana materiil dan ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana menurut tempat dan waktu?
3. Bagaimana konstruksi unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) dan pembagian klasifikasi delik dalam hukum pidana?
4. Bagaimana syarat pertanggungjawaban pidana, doktrin kesalahan (schuld), dan keberadaan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden)?
5. Bagaimana sistem pemidanaan dan jenis-jenis sanksi pidana yang berlaku dalam KUHP Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Menguraikan secara mendalam pengertian, fungsi umum maupun khusus, serta perkembangan teori tujuan pemidanaan.
2. Menganalisis asas-asas hukum pidana baik asas legalitas, asas teritorial, asas personal/nasional aktif, maupun asas perlindungan/nasional pasif.
3. Menjelaskan secara rinci elemen objektif dan subjektif dalam suatu delik pidana.
4. Menganalisis doktrin kesalahan serta bentuk-bentuk alasan pendorong atau pembenar yang menghapuskan penjatuhan pidana.
5. Menyajikan tinjauan ilmiah mengenai sistem sanksi pidana menurut hukum pidana Indonesia



BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian, Hakikat, dan Tujuan Hukum Pidana
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana
Menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhkan atau dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Hukum pidana dibedakan menjadi:
· Hukum Pidana Materiil (Ius Pœnale): Berisi aturan-aturan tentang perbuatan yang dilarang/dianjurkan, syarat dipidana, dan sanksi pidananya.
· Hukum Pidana Formil (Ius Prosequendi / Hukum Acara Pidana): Berisi tata cara dan prosedur bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana materiil.
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pemidanaan
Hukum pidana memiliki dua fungsi utama:
· Fungsi Umum: Melindungi kepentingan hukum (rechtsgoederen) seperti jiwa, harta benda, kemerdekaan, dan ketertiban masyarakat dari perbuatan jahat.
· Fungsi Khusus: Memberikan sanksi pidana yang bersifat penderitaan atau siksaan sebagai sarana pencegahan (prevensi). Prevensi ini terbagi dua:
· Prevensi Spesifik: Mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya di masa mendatang melalui proses pembinaan/pemasyarakatan.
· Prevensi General: Menakut-nakuti masyarakat umum agar tidak meniru atau melakukan perbuatan pidana serupa.
Seiring berkembangnya hukum modern, teori tujuan pemidanaan telah berevolusi dari Teori Absolut/Retributif (pidana sebagai pembalasan murni atas kejahatan) dan Teori Relatif/Tujuan (pidana sebagai sarana mencapai tujuan kemanfaatan masyarakat), menjadi Teori Penggabungan/Integratif yang mengombinasikan keadilan retributif dengan rehabilitasi sosial serta pemulihan keadaan (restorative justice).
2.2 Asas-Asas Utama Hukum Pidana Indonesia
2.2.1 Asas Legalitas (Nullum Delictum Sine Lege)
Asas legalitas merupakan benteng utama perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Adagium latin yang dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach berbunyi: "Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali" (Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada).
Konsekuesi hukum dari asas legalitas meliputi:
1. Perbuatan harus dirumuskan dalam undang-undang: Suatu perbuatan baru menjadi delik jika telah diatur jelas dalam aturan tertulis (nullum crimen sine lege scripta).
2. Larangan Analogi: Penegak hukum tidak boleh memperluas cakupan norma pidana dengan analogi (lex stricta).
3. Nonsurut (Non-Retroaktif): Aturan pidana tidak boleh berlaku surut (lex praevia). Namun, terdapat pengecualian fundamental: jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka dioperasionalkan aturan yang paling menguntungkan bagi tersangka/terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP).
2.2.2 Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat (Batas Teritorial)
1. Asas Teritorialitas (Pasal 2 KUHP): Hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa pun (WNI maupun WNA) yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah teritorial Republik Indonesia, termasuk kapal dan pesawat udara berbendera Indonesia (Pasal 3 KUHP).
2. Asas Nasional Aktif / Personalitas (Pasal 5 KUHP): Hukum pidana Indonesia mengikuti warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan kejahatan di luar negeri, terutama untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dalam undang-undang.
3. Asas Nasional Pasif / Perlindungan (Pasal 4 KUHP): Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap siapa saja di luar negeri yang melakukan perbuatan yang mengancam keamanan negara, mata uang, bendera, atau dokumen resmi Republik Indonesia.
4. Asas Universal: Hukum pidana berlaku terhadap kejahatan internasional (seperti bajak laut, terorisme, kejahatan terhadap kemanusiaan) yang mengancam ketertiban dunia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun lokasi perbuatan.
2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana (Strafbaar Feit) dan Klasifikasi Delik
2.3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana
Agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut:
1. Unsur Objektif (Tampak dari Luar):
· Perbuatan Manusia: Berupa perbuatan aktif (positif/komisif) atau tidak berbuat (negatif/omisif).
· Akibat Perbuatan: Khusus pada delik materiil, timbulnya akibat yang dilarang undang-undang (misalnya hilangnya nyawa pada delik pembunuhan).
· Hubungan Kausalitas (Causaliteit): Hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang timbul (diuji dengan Teori Conditio Sine Qua Non dari Von Buri atau Teori Adekuat dari Von Kries).
· Sifat Melawan Hukum (Onrechtmatigheid): Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif tertulis maupun asas-asas hukum umum.
2. Unsur Subjektif (Batiniah Pelaku):
· Adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
· Kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku.
2.3.2 Klasifikasi Delik Pidana
· Delik Formil dan Delik Materiil: Delik formil menekankan pada selesainya perbuatan yang dilarang (contoh: pencurian/Pasal 362 KUHP), sedangkan delik materiil mensyaratkan timbulnya akibat dilarang (contoh: pembunuhan/Pasal 338 KUHP).
· Delik Komisif dan Delik Omisif: Delik komisif melanggar larangan dengan berbuat aktif; delik omisif melanggar perintah dengan tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum (contoh: Pasal 531 KUHP).
· Delik Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa): Pengkategorian berdasarkan wujud kesalahan batin pelaku.
· Delik Aduan (Klacht Delict) dan Delik Biasa (Gewoon Delict): Delik aduan hanya dapat diproses penuntutan jika ada aduan resmi dari korban (contoh: perzinahan, pencemaran nama baik), sedangkan delik biasa wajib diproses oleh penegak hukum tanpa tergantung aduan korban.
2.4 Pertanggungjawaban Pidana, Doktrin Kesalahan, dan Alasan Penghapus Pidana
2.4.1 Doktrin Kesalahan (Schuld)
Prinsip dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum modern memisahkan antara perbuatan pidana (actu reus) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (mens rea). Berlaku adagium: "Geen straf zonder schuld" (Tiada pidana tanpa kesalahan).
Bentuk kesalahan terbagi atas:
1. Kesengajaan (Opzet / Dolus): Terdiri dari 3 tingkatan:
· Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk): Pelaku benar-benar menghendaki perbuatan dan akibatnya.
· Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zakerheidsbewustzijn): Pelaku menyadari bahwa akibat lain pasti akan terjadi demi tercapainya tujuan utama.
· Kesengajaan sebagai kemungkinan / Dolus Eventualis (opzet bij mogelijheidsbewustzijn): Pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang, namun ia menyetujui risiko tersebut dan tetap melakukan perbuatannya.
2. Kealpaan (Culpa): Terdiri dari kealpaan berat (culpa lata) dan kealpaan ringan (culpa levis), di mana pelaku kurang hati-hati atau kurang mengindahkan kewaspadaan patut yang diwajibkan hukum.
2.4.2 Alasan Penghapus Pidana (Strafuitsluitingsgronden)
Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, ia tidak dipidana jika terdapat alasan penghapus pidana yang dikategorikan menjadi dua:
1. Alasan Pembenar (Rechtvaardigingsgrond): Mengahapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan tersebut menjadi sah di mata hukum.
· Daya Paksa Absolut / Overmacht (Pasal 48 KUHP): Paksaan luar yang tidak dapat dilawan.
· Bela Paksa / Noodweer (Pasal 49 ayat (1) KUHP): Pembelaan darurat atas diri, kehormatan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum.
· Melaksanakan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP): Contoh: Eksekutor pidana mati atau polisi yang melakukan penangkapan sesuai prosedur.
· Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).
2. Alasan Pemaaf (Schulduitsluitingsgrond): Mengahapuskan kesalahan pelaku, sehingga perbuatannya tetap melawan hukum tetapi pelakunya tidak dipertanggungjawabkan/dipidana.
· Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (Pasal 44 KUHP): Karena gangguan jiwa/cacat perkembangan akal.
· Bela Paksa Melampaui Batas / Noodweerexces (Pasal 49 ayat (2) KUHP): Melampaui batas pembelaan yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan.
· Melaksanakan Perintah Jabatan yang Tidak Sah dengan Iktikad Baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).
2.5 Sistem Pemidanaan dan Jenis Sanksi Pidana
Sistem pemidanaan di Indonesia mengatur batas-batas sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 10 KUHP (lama), jenis sanksi pidana dibagi menjadi:
1. Pidana Pokok:
· Pidana Mati
· Pidana Penjara
· Pidana Kurungan
· Pidana Denda
· Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan:
· Pencabutan hak-hak tertentu.
· Perampasan barang-barang tertentu.
· Pengumuman putusan hakim.
Perkembangan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): KUHP Baru merekonstruksi sistem pemidanaan dengan memperkenalkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus/alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. KUHP Baru juga memperluas sanksi non-pemenjaraan seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, serta mengarusutamakan restorative justice sebagai tujuan utama pemidanaan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana instrumen perlindungan sosial (social defence) dan pembatas kekuasaan penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan (kontrole sosial).
2. Asas legalitas bertindak sebagai pilar kepastian hukum yang menjamin bahwa tidak ada perbuatan yang dipidana tanpa aturan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.
3. Pertanggungjawaban pidana menuntut terpenuhinya dua aspek mendasar: adanya perbuatan yang melawan hukum (actus reus) dan adanya kesalahan batin (mens rea) pada diri pelaku yang mampu bertanggung jawab.
4. Penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan keberadaan alasan penghapus pidana (pembenar dan pemaaf) agar penegakan hukum tidak sekadar formalistis, melainkan dapat mewujudkan keadilan substantif.
3.2 Saran
1. Harmonisasi Sosialisasi: Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) bersama akademisi perlu meningkatkan sosialisasi dan kesiapan pemahaman materiil terhadap penerapan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang membawa paradigma hukum pidana modern.
2. Penerapan Keadilan Restoratif: Penegakan hukum pidana hendaknya memprioritaskan pemulihan korban dan keseimbangan masyarakat melalui restorative justice, khususnya untuk delik-delik minor atau perkara yang melibatkan anak.
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